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Abstrak: Dalam rangka Penyelenggaraan good goverment, diperlukan pengembangan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme. Rencana tersebut juga termasuk pada ruang publik masyarakat yakni penggunaan ruang dan 

akses lalu lintas. Banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya mengenai jam operasional pada kendaraan 

DumpTruck yang membawa material batu, pasir, tanah dan material lainnya yang melintasi jalan di Kabupaten 

Tangerang ini mengenai akses lalu lintas dan ruang jalan atau publik membuat pemerintah selalu 

menyempurnakan mengenai aturan dan tata kelola mengenai ruang publik untuk meminimalisir kecelakaan 

dan hal - hal buruk yang akan terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif 

dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan 

data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembatasan operasional angkutan barang di 

Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 terbukti belum cukup efektif 

dalam menanggulangi pelanggaran jam operasional yang ditetapkan, meskipun telah diterapkan berbagai 

sanksi oleh otoritas transportasi setempat. Kurangnya ketegasan dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2022 

ini menghambat mekanisme penegakan yang dimaksudkan untuk mengelola kepatuhan terhadap batasan 

operasional tersebut. Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi dan penegakan 

hukum yang lebih tegas terhadap peraturan daerah, khususnya terkait jam operasional truk bermuatan, untuk 

memastikan kepatuhan dan meningkatkan kinerja pengawasan serta koordinasi di lapangan. Hal ini penting 

agar peraturan yang ada tidak diremehkan dan pelanggar dapat dikenakan sanksi yang sesuai. 

Kata Kunci: Peraturan Bupati No 12. Tahun 2022, Pembatasan Jam Oprasional Kendaraan. 

 

Abstract: In the context of implementing good governance, it is necessary to develop the implementation of an 

appropriate, clear, and legitimate accountability system so that governance and development can take place 

efficiently, successfully, cleanly and responsibly and free from corruption, collusion and nepotism. The plan 

also includes public spaces, namely the use of space and traffic access. The many complaints from the public, 

especially regarding the operating hours of Dump Trucks carrying stone, sand, soil and other materials that 

cross roads in Tangerang Regency regarding traffic access and road or public space, make the government 

always improve the rules and governance regarding public spaces to minimize accidents and bad things that 

will happen. The research method used is Normative legal research with a Legislation approach taken from 

primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, 

secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded 

that the operational restrictions on goods transportation in Tangerang as stated in Regent Regulation No. 12 

of 2022 have proven to be ineffective in overcoming violations of the established operating hours, even though 

various sanctions have been applied by the local transportation authorities. The lack of firmness in Regent 

Regulation No. 12 of 2022 hinders the enforcement mechanism intended to manage compliance with these 

operational restrictions. The Regional Government and the Transportation Agency need to conduct stricter 

evaluations and law enforcement of regional regulations, especially regarding the operating hours of loaded 

trucks, to ensure compliance and improve the performance of supervision and coordination in the field. This 

is important so that existing regulations are not underestimated and violators can be subject to appropriate 

sanctions. 

Keywords: Regent Regulation No. 12. 2022, Operational Hour Restrictions. 
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PENDAHULUAN 

Keluhan dari masyarakat ialah salah satunya, seperti pada kasus di Kabupaten daerah 

Legok dimana masih banyak sekali truk yang melanggar lalu lintas hingga mengakibatkan 

kemacetan sepanjang 5 kilometer. Ribuan truk tambang tersebut terparkir di badan jalan. 

Akibatnya lalu lintas pengguna jalan tersebut menjadi tersendat. 

Pemerintah telah melakukan tindakan tegas atas hal tersebut. Salah satu halnya adalah 

pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan perubahan kedua atas peraturan Bupati No 46 

Tahun 2018 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang pada Ruas Jalan di 

wilayah Kabupaten Tangerang disempurkan dengan Peraturan Bupati Tangeran Nomor 12 

Tahun 2022. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan ruang lalu 

lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang.    

Dalam rangka Penyelenggaraan good goverment, diperlukan pengembangan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih 

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Intruksi 

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu kepada Rencana Strategis DISHUB 

Kabupaten Tangerang 2019 – 2023, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020.  

Rencana tersebut juga termasuk pada ruang publik masyarakat yakni penggunaan 

ruang dan akses lalu lintas. Banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya mengenai jam 

operasional pada kendaraan DumpTruck yang membawa material batu, pasir, tanah dan 

material lainnya yang melintasi jalan di Kabupaten Tangerang ini mengenai akses lalu lintas 

dan ruang jalan atau publik membuat pemerintah selalu menyempurnakan mengenai aturan 

dan tata kelola mengenai ruang publik untuk meminimalisir kecelakaan dan hal - hal buruk 

yang akan terjadi.    

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik untuk 

di bahas bagi penulis serta memamparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 

TENTANG PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN TRUK DI 

WILAYAH KABUPATEN TANGERANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN TANGERANG”.   

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan 

sumber data sekunder atau kepustakaan. Sedangan penelitian hukum empiris adalah 

penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, menggunakan metode Penelitian Hukum 

Normatif. 

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum 

normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum 

normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam 

menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses  untuk 
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mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin  hukum, teori-teori 

hukum, dan bahan kepsutakaan hukum lainnya untuk  mencari solusi dari peristiwa hukum 

yang sedang dilakukan penelitian.         

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis,  yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan  perundang-undangan yang 

digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum  yang menjadi objek penelitian.  

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keaadaan yang sedang 

terjadi untuk mengungkapkan  suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-

teori hukum dan  peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.   

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem  norma hukum 

yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan  menganalisa suatu peristiwa hukum 

tersebut, serta menentukan apakah  peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan 

seharusnya bagaimana  peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali 

dengan  mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap 

peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang  berlaku.  

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut: 

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. 

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembatasan Jam Operasional Di Wilayah Kabupaten Tangerang Menurut 

Peraturan Bupati No 12. Tahun 2022 

Peraturan bupati merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan 

bersama oleh dua atau lebih Bupati. Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 tentang jam 

operasional mobil muatan tambang yaitu seperti tanah, pasir dan batu merupakan suatu 

kebijakan yang diterapkan oleh bupati kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk 

mengurangi permasalahan yang sering terjadi di wilayah kabupaten Tangerang yaitu seperti 

kemacetan, jalan berdebu, jalan licin dan kecelakaan lalu lintas, dalam mencapai ujuan yang 

baik maka dibutuhkan pula sistem perencanaan yang baik seperti pada Undang-undang 

Nomor  25 Tahun 2004, pasal 1 Tentang sistem perencanaan pembagunan nasional yaitu 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai yang sangat penting 

terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan 

pemerataan hasil – hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan keamanan dalam 

merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. 

Pengoperasian kendaraan bermotor angkutan barang melanggar ketetuan muatan angkutan 

barang di jalan kabupaten Tangerang merupakan perbuatan melanggar hukum. Perlunya 

pengawasan Pembatasan waktu operasional kendaraan truk yang melintas sesuai dengan 

aturan jam operasional. Karena hal tersebut menjadi hal yang meresahkan dan sangat 
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disorot.  

Pengawasan Pada Prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk 

memastikan apakah tujuan organisasi tercapai, apabila terjadi penyimpangan dimana letak 

penyimpangannya itu dan bagimana pula tindakan yang di perlukan untuk mengatasinya. 

Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena, dengan adanya 

pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan pembagian kerja, 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya, untuk menilai apakah laporan yang 

dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, dan 

untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi 

tanggung jawabnya, serta untuk meneliti apakah kegaitan telah dilaksanakan secara efektif 

yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses – proses yaitu, 

Menetapkan standar yang digunakan dalam pengawasan, menilai atau mengukur 

pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat 

penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan yang direncanakan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 yang berisi tentang Pembatasan 

waktu operasional mobil barang waktu operasional untuk angkutan barang dibatasi pada 

pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB. Pembatasan tersebut diberlakukan pada ruas – ruas jalan di 

wilayah Daerah dan dikecualikan untuk ruas jalan tol. Pembatasan kendaraan angkutan 

barang diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan III, 

golongan IV, golongan V. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang 

sebagaimana yang dimaskud di atas diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang 

bermuatan tidak bermuatan khsuus tambang tanah, pasir, dan batu.  Namun, yang terjadi 

adalah masih cukup banyak jenis kendaraan bemrotor angkutan barang golongan III, IV, 

dan golongan V yang melintasi diluar jam operasional di wilayah kabupaten Tangerang. 

Satuan Petugas Lalu Lintas (SPLL) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 

dinaungi oleh Bidang Lalu Lintas Seksi Wasdal (Pengawasan Dan Pengendalian) berjaga 

untuk mengawasi pembatasan jam operasional kendaraan truk di wilayah kabupaten 

Tangerang agar lebih kondusif dan para supir maupun para pemangku kepentingan dapat 

mengikuti peraturan yang telah dibuat. Satuan Petugas Lalu Lintas, mengatakan “masih 

banyak pelanggaran yang terjadi di daerah kabupaten Tangerang ini, cukup sulit untuk dapat 

mentertibkan para supir dan para pemangku kepentingan di daerah Kabupaten Tangerang 

ini”.  

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan faktor – faktor 

yang mempengaruhi kendaraan truk melanggar dalam pembatasan waktu operasional 

diantaranya adalah hampir setiap hari terjadi penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu 

sore hari dengan lintasan yang tidak dilewati kendaraan bermuatan dan kendaraan muatan 

besar tersebut melintas diluar jam operasional. Hal terserbut senada dengan tidak 

seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan peningkatan volume kendaraan dan 

bertambahnya pusat perbelanjaan, minimarket, perumahan dan jenis bangunan lainnya yang 

didirikan oleh para pengusaha. Akibatnya para supir truk bemruatan yang mengejar tenggat 

waktu yang ditentukan oleh perusahaan atau pelaku usaha agar tetap sampai sesuai dengan 

waktu yang telah ditetukan. Mereka menjadi terburu – buru dalam membawa kendaraan 

yang mereka tumpangi dimana truk tersebut bermuatan batu, tanah dan pasir yang seringkali 

Overload. Reruntuhan tersebut berjatuhan di jalan sehingga mengakibatkan jalan menjadi 

licin, kotor dan juga mencelakai pengendara yang lain.  

Hal tersebut sangat amat meresahkan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 

banyak mendapatkan pengaduan dan protes dari masyarakat perihal tersebut juga menjadi 

keresahan bagi para petugas yang menjaga jalur yang sering dilintasi oleh truk bermuatan 



38 

Puttileihalat,dkk. Analisis Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Waktu Operasional 

Kendaraan Truk Di Wilayah Kabupaten Tangerang Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten TANGERANG. 

 

 

khususnya truk tambang. Kepala Dinas Perhubungan sudah membentuk Tim Pengawas 

terpadu untuk melaksanakan tugas dalam mengawasi truk bemruatan yang melintas di luar 

jam operasional. Tugas Pengawasannya meliputi : 

1) Pemantauan dan evaluasi ketaatan persayaratan dan kewajiban izin. 

2) Menyediakan pos pengawas, serta sarana pengawasan lainnya. 

3) Menjamin keterbukaan informasi dan pengawasan berwawasan informasi teknologi 

dan dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat melalui situs yang disiarkan secara 

nyata dan terkini.  

Selanjutnya, yang terjadi di lapangan adalah kurangnya Sumber Daya Manusia atau 

para aparat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk berjaga dan mengawasi 

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan menjagai Truk yang Melintas di Jalan 

Kabupaten Tangerang khsusnya di jalan Tigaraksa. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

untuk berjaga adalah salah satu upaya untuk dapat menindak tegas para Pelaku Pelanggar 

Jam Operasional truk bermuatan. Dan didapati bahwa strategi organisasi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tangerang terkait mengatasi Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 

2022 ini belum cukup maksimal dalam menggerakan petugas – petugas lapangan Dinas 

Perhubungan dalam menindaki atau mendisiplinkan para pelanggar lalulintas.   

Kemampuan Pelaksana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam 

melakukan pengawasan di lapangan belum melum memiliki jumlah petugas Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tangerang yang belum memadai dengan kebutuhan rute jalan yang 

menjadi objek pengawasan. Menurut Petugas yang berjaga Bapak Aspal mengakatakan 

bahwa truk bermuatan pelanggar lalu lintas ketika sedang ada banyak proyek pembangunan 

truk yang melintas dapat mencapai belasan perhari. Dan dilakukan secara konvoi, sehingga 

mengakibatkan kemacetan, jalanan kotor dan beberapa kali terjadi kecelakaan.  

Selain itu, sumber daya manusia dalam hal pengawasan masih belum optimal dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga masih terdapat pelanggaran oleh kendaraan truk 

bermuatan. Oleh karena itu, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Bagi 

kendaraan yang melanggar penegakan hukumnya dapat disesuaikan dengan undang – 

undang yang ada. Namun, dengan koordinasi yang baik antar petugas lapangan dengan 

aparat lainnya dan para pimpinan menjadikan lingkungan atau jalan yang di lewati oleh truk 

bermuatan menjadi lebih kondusif, lebih terjaga dan tertata. 

Perkembangan Kabupaten Tangerang dari Tahun ke tahun semakin memperlihatkan 

perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada tingkat kendaraan lalu 

lintas kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan sebagai kabupaten yang 

mengarah pada kota Metropolitan dengan berbagai akses pembangunan serta fasilitas yang 

semakin bekembang. Untuk menuju kota metropolitan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

Kabupaten Tangerang diharapkan mampu dan tanggap dalam melaksanakan tindakan untuk 

mencegah terhadap pemasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya 

“pelanggaran waktu operasional”. Tertib lalu lintas akan menciptakan rasa aman dan 

nyaman dalam melintasi sejumlah jalan yang ada di Kabupaten Tangerang. Arus lalu lintas 

yang identik dengan pelanggaran jam operaisonal, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal 

yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. 

Untuk mengatur dan mengatasi permasalahan kemacetan maka Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tangerang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan terhadap lalu lintas dan 

angkutan jalan raya. Hal ini juga disebutkan pada tugas yang dimiliki Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tangerang yaitu melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional 

terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan Lalu Lintas di dalam kota. Hal ini merupakan 

strategi untuk mengatasi permasalahan kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran yang 

diakibatkan karena pelanggaran jam operasional kendaraan bermuatan tersebut. 
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Strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang masih belum 

maksimal karena masih terdapat beberapa titik rawan kecelakaan, kemacetan dan 

pelanggaran yang diakibatkan oleh truk bermuatan yang melintas diluar jam operasional. 

Beberapa titik rawan kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi yaitu di Banten yaitu di 

Jalan Bitung, Tigaraksa, Balaraja, dan Cikupa. Pada saat observasi kendaraan truk 

bermuatan melintas di jalan Raya Bitung pada jam 16.34 WIB. Dimana pada jam tersebut 

banyak warga yang pulang bekerja dan terjadi kemacetan di beberapa titik. Serta kendaraan 

melintas diluar jam operasional. 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan 

melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan atau kewajiban penanggung jawab 

usaha dan/atau pengguna atau pemegang izin jalan umum, pembinaan berupa pemberian 

penyuluhan menegenai peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 ini.  

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Rojali S.T selaku komandan Pos Regu 2  

mengatakan “.....bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 masih belum efektif 

dikarenakan masih banyaknya kendala, sumber daya manusia belum mencukupi, kendaraan 

yang melanggar tidak ditindak tegas hanya diberi himbauan dikarenakan Peraturan Bupati 

ini tidak dikenakan sanksi yang membuat jera para pelaku pelanggar jam operasional ini.  

Peraturan Bupati ini tidak berhak menilang dan menindak lanjuti karena Peraturan Bupati 

ini tidak cukup kuat untuk menindak lanjuti hal tersebut. Tidak adanya hukuman yang berat 

membuat para pelaku ini tidak cukup membuat mereka jera sehingga mereka masih terus 

melintas di luar jam operasional.   Namun, sejalan degan hal tersebut Peraturan Bupati ini 

sudah berjalan dan sedikit efektif untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Sanksi yang 

biasanya dilakukan adalah mengamankan Truk Bermuatan tersebut...”. 

Namun, menurut wawancara dengan Apsal Rovalda sebagai petugas yang sedang 

berjaga “......Sarana dan prasarana yang ada tidak memadai. Ketika terjadi pelanggaran 

petugas Dinas Perhubungan tentu saja akan langsung melakukan penindakan akan hal 

tersebut. Karena Truk sudah melakukan kesalahan melintas diluar jam operasional. Namun, 

penindakan yang dilakukan hanya sebatas himbauan saja kepada para supir truk yang tengah 

melintas diluar jam operasional tersebut. Para supir tidak cukup jera dan masih banyak yang 

melanggar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya gesekan antara petugas dengan para 

supir. Ketika dalam bertugas dan berjaga mendapati truk yang melintas di luar jam 

operasional, petugas akan langsung mengamankan truk tersebut. Namun hanya sampai 

pukul 22.00 WIB. Sesuai dengan jam operasional dari kendaraan tersebut dapat melintas. 

Tempat yang disediakan oleh Dinas Perhubungan tidak cukup muat untuk dapat 

mengamankan banyaknya truk yang melangar. Jadi hanya peringatan yang diberikan oleh 

Dinas Perhubungan kepada Para Pelaku. Kurangnya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan 

dikarenakan tidak cukup kuatnya Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 dalam 

mentertibkan dan mendisiplinkan para pengendara lalu lintas seperti contoh di atas....”. 

Peranan pimpinan juga sangat penting sebagai puncak pembuat keputusan kebijakan, 

perencanaan, karena seorang pimpinan haruslah bisa secara kuat menetukan arah tujuan, 

memberikan petunjuk atau arahan, menilai kinerja anggotanya dan peraturan yang telah 

dibuat olehnya. Oleh karena itu perlunya koordinasi yang kuat antara Pemimpin dan Para 

anggotanya. Selain itu, berkoordinasi dengan para petugas yang memiliki jadwal berjaga, 

koordinasi perlu dilakukan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan intansi 

terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan atau Satlantas Kabupaten Tangerang 

dilakukan ketika akan operasi Razia kendaraan angkutan truk barang. 

Pengawasan dengan upaya membentuk tim terpadu hanya dilaksanakan pada waktu 

tertentu, dengan kata lain pelaksanaan pengawasan pelanggaran pengguna kendaraan truk 

diluar jam operasional yang dilakukan melalui koordinasi antar instansi dibidang lalu lintas 
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jalan (tim terpadu) belum terlaksana dengan optimal di jalan umum Kabupaten Tangerang. 

Padahal sangat diperlukan hal tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan yang di katakan oleh Apsal Rovalda 

sebagai salah satu Petugas Penjaga Pos mengatakan bahwa koordinasi  dengan pihak terkait 

seperti Satlantas Polri, TNI sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran hal ini. 

Koordinasi dilakukan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Instansi 

terkait yang membidangi lalu lintas angkutan jalan/Satlantas Kabupaten Tangerang 

dilakukan pada saat adanya operasi khusus/razia kendaraan angkutan dengan jadwal yang 

besifat insendentil (mendadak) dan tidak dapat dipastikan. Selain operasi khusus/razia tidak 

terdapat bentuk koordinasi hanya didasarkan pada kesadaran petugas dilapangan dari 

instansi terkait. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sudah melakukan upaya dalam mengatasi 

pelanggaran jam operasional yang dilakukan oleh para supir tersebut. Salah satunya dengan 

bekerja sama dengan pihak kepolisian satuan lalu lintas   dalam penataan jalan dan penetiban 

jalan. Masalah pelanggaran jam operasional ini akan semakin bertambah jika tidak didukung 

oleh aturan – aturan hukum lalu lintas yang tepat dan sumber daya yang berkualitas. 

Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mengenai 

implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembatasan Waktu 

Operasional Mobil Angkutan Tanah pada Ruas jalan Kabupaten Tangerang, pada 

pencapaian hasil proses implementasi kurang cukup berhasil karena masih banyak sekali 

yang perlu diperbaiki, terutama kurang kuatnya sanksi yang diberikan kepada para 

pengendara yang melanggar peraturan tersebut. 

2. Mekanisme Penyelesaian Penertiban Masalah Pelanggaran Jam Operasional 

Kendaraan Mobil Barang Khususnya Truk Bermuatan   

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat 

penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan 

pemerataan hasil – hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam 

merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu, 

pemerintah berupaya untuk menciptakan jaringan pelayanan jalan sebagai upaya 

menciptakan kelancaran, kemanan. keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam 

berlalu lintas khususnya di jalan umum.  

Agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestina, dan terlebih lagi dalam rangka 

keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian 

penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan bermuatan yang melintas. Ruang lingkup 

kegaiatan penyelenggaraan Pengendalian truk bermuatan dijalankan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tangerang meliputi, pengaturan, pembinaan, pembangunan 

jaringan jalan, dan pengawasan.  

Kewajiban pengguna jalan umum bagi kendaraan bermuatan seperti tanah, batu dan 

pasir yang melintas diluar waktu operasional, meliputi melakukan penimbangan dan 

pemeriksaan beban muatan secara internal, memasak perangkat lunak yang memuat seluruh 

data kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, melakukan pencucian dan memastikan 

bahwa roda atau ban kendaraan terbebas dari kotoran tanah liat atau lumpur atau partikel 

lain, melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat kelalaian dari tata cara 

pengangkutan atau pengemasan muatan, mematuhi jumlah berat yang diizinkan sesuai 

dengan spesifikasi muatan. 

Keberhasilan pembangunan Ruang Lalu Lintas menentukan pembangunan 

Nasional/Daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi ruang Lalu Lintas yaitu untuk membangun 

jejaring Nasional, Regional, dan Lokal serta memfasilitasi berbagai kegiatan dan interaksi 

sosial dan ekonomi. Tersedianya fasilitas dan prasarana terdiri dari Darat, Laut, dan Udara. 
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Transportasi darat terdiri dari Jalan, Terminal, dan Sistem Angkutan. Jalan atau Ruang 

Publik sangat mendukung dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.  

Dengan demikian pembangunan jalan dikembangkan melalui pendekatan 

pembangunan kota atau wilayah agar tercapai keseimbangan. Sebagaimana penyempurnaan 

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 1 yaitu membahas mengenai  

a. Pembatasan waktu operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten 

Tangerang. Waktu operasional kendaraan angkutan barang dibatasi pada pukul 22.00 

WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. 

b. Pembatasan kendaraan angkutan diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor 

angkutan barang golongan III, golongan IV, dan golongan IV, dan golongan V.  

c. Kendaraan angkutan barang wajib menjaga kebersihan jalan yang dilalui, memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan, mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, 

daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.  

d. Kendaraan bermuatan dilarang melintas selain pada jam operasionalnya adalah 

kendaraan yang mengangkut tanah, pasir, dan batu.  

e. Salah satunya adalah kesalahan proses manajemen Transportasi yang bisa memberikan 

dan berdampak langsung pada aktifitas masyarakat. 

Hal-hal yang mempengaruhi aktifitas masyarakat contohnya banyak terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Kendaraan Dumptruck di wilayah Hukum 

Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 juga dibuat setelah Bapak 

Bupati menerima masukan dari Mahasiswa, Masyarakat, Pengusaha, dan juga Wartawan 

yang mengusulkan perlunya revisi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 

2018 sesuai dengan keadaan dan dinamika dilapangan. Karena banyaknya pelanggaran yang 

terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Tangerang, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 

menerapkan Sanksi berupa, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.  

a. Sanksi ringan Sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan.  

b. Sanksi sedang Sanksi sedang yaitu petugas dilapangan akan menindak berupa tilang, 

dikarenakan melanggar melewati jam operasional di wilayah Kabupaten Tangerang. 

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan disebtukan beberapa pasal terkait 

ketentuan pidana yang mengaturnya.  

c. Sanksi berat Sanksi berat pada tilang yaitu setiap pengendara yang melanggar Peraturan 

Bupati Nomor 12 Tahun 2022 berupa penyitaan kendaraan. 

Meskipun berbagai sanksi telah dilakukan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 

2022 hal tersebut tetap membuat mekanisme yang berlaku menjadi belum maksimal dalam 

menindaklanjuti pelanggaran jam operasional tersebut oleh truk bermuatan yang melintas. 

Saat terjadi pelanggaran, penilangan dilakukan dengan melakukan himbauan kepada para 

supir dan para pengusaha pemangku kepentingan. Himbauan itu hanya berupa teguran lisan 

kepada para pelanggar. Hal ini dikarenakan tidak cukup kuatnya Peraturan Bupati Nomor 

12 Tahun 2022 dan tidak tersedianya sarana serta prasarana di Dinas Perhubungan untuk 

dapat menahan dan menilang lebih lama, maka kendaraan hanya diamankan hingga tiba jam 

operasional truk tersebut.   

KESIMPULAN 

Pembatasan jam operasional mobil angkutan barang di Kabupaten Tangerang 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 belum efektif dalam menanggulangi 

pelanggaran, meskipun telah diterapkan berbagai sanksi. Ketidakkuatan peraturan tersebut 

mengakibatkan mekanisme penegakan hukum yang ada tidak berjalan maksimal. 

Pentingnya evaluasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap peraturan daerah, 
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khususnya terkait pengaturan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, untuk memastikan 

kepatuhan dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta sanksi bagi pelanggar. Hal ini 

diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan koordinasi antara instansi terkait dalam 

mengatur lalu lintas di Kabupaten Tangerang. 
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